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KOMIS! PEMILIHAN UMUM 

KABUPATEN SUMBA TIMUR 

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM 

KABUPATEN SUMBA TIMUR 

NOMOR : 221/HK.03.2-Kpt/5311/Ses-Kab/X/2020 

TENTANG 

PENETAPAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR 

PENGUNGGAHAN PRODUK HUKUM KE WEBSITE 

JARINGAN DOKUMENTASI DAN !NFORMASI HUKUM 

KOMIS! PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBA TIMUR 

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBA TIMUR, 

Menimbang a. bahwa untuk mewujudkan tata laksana pemerintahan 

yang baik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum 

Kabupaten Sumba Timur, perlu di bangun prosedur 

dan sistem kerja yang jelas, efektif efisien dan terukur; 

b. bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan 

Umum Nomor 134/Kpts/KPU/Tahun 2016 tentang 

Jaringan Dokumentasi dan lnfonnasi Hukum Komisi 

Pemilihan Umum, Jaringan Dokumentasi dan 

lnformasi Hukum Pada KPU Kabupaten berfungsi 

sebagai sarana penyedian informasi hukum dan 

penyajian dokumentasi hukum; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu 

menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum 

Kabupaten Sumba Timur tentang Penetapan Standar 

Operasional Prosedur Pengunggahan Produk Hukum 

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Timur Ke 

Website Jaringan Dokumentasi dan lnfonnasi Hukum. 

Mengingat 
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: I. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang 

Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara 

Repubiik Indonesia Tahun 2015 Nomor 61,  Tambahan 

Lembaran Negara Repubiik Indonesia Nomor 4846); 

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang 

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang­ 

undang Nomor I Tahun 2014 tentang Pemilihan 

Gubemur, Bupati, dan Walikota menjadi 

UndangUndang (Lembaran Negara Repubiik Indonesia 

Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana teiah 

beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang 

Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas 

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang 

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang­ 

Undang Nomor Nomor 1 Tahun 2014 ten tang Pemilihan 

Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang­ 

Undang (Lembaran Negara Repubiik Indonesia Tahun 

2020 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara 

Repubiik Indonesia Nomor 6512); 

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 

Pemilihan Umum (Lembaran Negara 

Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan 

tentang 

Republik 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109); 

4. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 ten tang 

Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 

Nomor 82); 

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 

2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja 

Sekretariat . . .  
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Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan 

Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi 

Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 tentang 

Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 

6 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata 

Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, 

Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan 

Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota; 

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 

Tahun 2015 tentang Tata Naskah Dinas Komisi 

Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum 

Provinsi/Komisi lndependen Pemilihan Aceh dan 

Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen 

Pemilihan Kabupaten/Kota (Serita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1911 ) ;  

7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur 

Negara dan Reformasi Birokrasi Republik 

Indonesia Nomor 35 Tahun 2012 tentang 

Pedoman Penyusunan Standar Operasional 

Prosedur Administrasi Pemerintahan (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 

649); 

8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 

134/Kpts/KPU/Tahun 2016 tentang Jaringan 

Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi 

Pemilihan Umum; 

9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 

1442/HK.03-Kpt/03/KPU/XI/2019 tentang 

Pedoman Penyusunan Keputusan di Lingkungan 

Komisi Pemilihan Umum. 

M E M U T U S KA N : . . .  
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MEMUTUSKAN: 

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMIS! PEMILIHAN UMUM 

KABUPATEN SUMBA TIMUR TENTANG PENETAPAN 

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENGUNGGAHAN 

PROD UK HU KUM KE WEBSITE JARINGAN DOKUMENTASI 

DAN INFORMASI HUKUM (JDIH) KOMIS! PEMILIHAN 

UMUM KABUPATEN SUMBA TIMUR 

Menetapkan Standar Operasional Prosedur Pengunggahan 

Produk Hukum Ke Website Jaringan Dokumentasi dan 

Informasi Hukum (JDIH) Komisi Pemilihan Umum 

Kabupaten Sumba Timur, sebagaimana tercantum dalam 

Larnpiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari 

Keputusan ini. 

Standar Operasional Prosedur sebagaimana clirnaksud 

dalam Diktum KESATU sebagai pedoman dalam 

mengunggah produk-produk hukum ke website Jaringan 

Dokumentasi dan lnformasi Hukum KPU Kabupaten 

Sumba Timur 

Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan. 

Ditetapkan di Waingapu 

pada tanggal 13 Oktober 2020 

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM 

KABUPATEN SUMBA TIMUR, 

ttd 

KH. UMBU TAMU HAWU 

Salinan sesuai dengan aslinya 
t Komisi Pemilihan Umum 

Sumba Timur 
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LAMPIRAN 
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMIIHAN UMUM 
KABUPATEN SUMBA TIMUR 
NOMOR 221 /HK.03.2-Kpt/5311/Ses-Kab/X/2020 
TENTANG 
PENETAPAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR 
PENGUNGGAHAN PRODUK HUKUM KE WEBSITE 
JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM 
(JDIH) KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBA 
TIMUR 

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR 

BAGIAN HUKUM 

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM 

KABUPATEN SUMBA TIMUR 

Nomor: 03 

PENGUNGGAHAN PRODUK HUKUM 

KE WEBSITE JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM (JDIH) 

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBA TIMUR 

2020 

WAINGAPU 
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( NOMOR SOP 03 

TANGGAL PENGGESAHAN I 09  Oktober  2020  

KOMISI PEMILIHAN UMUM DISAHKAN OLEH SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM 

KABUPATEN SUMBA TIMUR 
KABUPATEN SUMBA TIMUR 

KH. UMBU TAMU HAWU 

NAMA SOP 
PENGUNGGAHAN PRODUK HUKUM KE 

WEBSITE JARRINGAN DOKUMENTASL 

DAN INFORMASI HUKUM (JDIH) KOMISI 
PEMILIAN UMUM KABUPATEN SUMBA 

TIMUR 

DASAR HUKUM KUALIFIKASI PELAKSANA 

f eraturan Komisi Pernilithan Umumn Nomnor f Tahun 2015 f Mernaharni proses penerbitan Salinan Keputus.an 

tentang Pengelolaan dan Pelayanan informasi Publik di 2 Mernaharnialur pendolqurentasi Salin8n Keputuan 

Lingkungan Komisi Perilihan Urnum, 3 Mermahami alur penggunggahan Produk ukurm 

4 Merna.harrisistern informat/ website JDH 

2 Keputusa Korrisi eriliha Unum Nomnor 

134/Kpt/KpU/Tahun 2016 tentang Jaringan Dokumnentasi dan 
lnformag Hulqumn Kornigi Perilihan Urnurm 

KETERKA[TAN PERALATANI PERLENGKAPAN 

f SOP Peryusunan Produk Huun f Prang#at Kornputer, Printer, Scaner 

2 Janingan internet 

PERINGATAN PENCATATAN DAN PENDATAAN 
Sernua Kepututan KPU Kabupaten Surba Timur wa.jib diarsiplan dalam 
bentuk hard copy dan soft copy 
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PENGESAHAN 

1. Standar Operasional Prosedur ini dibuat untuk dilaksanakan setiap bagian sebagaimana struktur organisasi yang 
telah ditetapkan 

2. Untuk mengantisipasi keadaan kahar, perubahan/ revisi dapat dilakukan selama pelaksanaan Standar Operasional 
Prosedur ini. 

3. Perubahan tidak berlaku untuk tahapan kegiatan yang sudah selesai dilaksanakan. 

4. Perubahan terhadap ruang lingkup dan penanggung jawab kegiatan mengakibatkan Standar Operasional Prosedur 
ini batal seluruhnya. 

5. Dengan berakhimya seluruh tahapan kegiatan pengunggahan produk hukum ke website 
JODIH, maka Standar Operasional Prosedur ini dinyatakan tidak berlaku. 

6. Standar Operasional Prosedur ini berlaku pada saat ditandatangani 

Disahkan di Waingapu 

pada tanggal 13 Oktober 2020 

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM 

KABUPATEN SUMBA TIMUR, 

ltd 

KH. UMBU TAMU HAWU 

https://jdih.kpu.go.id/ntt/sumbatimur/https://jdih.kpu.go.id/ntt/sumbatimur/https://jdih.kpu.go.id/ntt/sumbatimur/


